
LEMBARAN DAERAB 

KABUPATENSUKOHARJO 
NOMOR: 13 TAHUN 1999 SERI: D NO. 7 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR 10 T AHUN 1999 

TENTANG 

RE CANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BE:t-.'DOSARJ 

KABUPATEN SUKOHARJO 

Menimbang 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO 

a. bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Bendosari perlu 

dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik - baiknya 

guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat; 

b. bahwa untuk bennaksud tersebut huruf a, maka perlu adany 

perencanaan Tata Ruang Kota Bendosari sebag1i pt:doman 

semua kegiatan pemanfaatan mang secarn optimnl. scrosi. 

seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelnr~utnn; 

c. bahwa sehubungan dengan hul tP.rscbut lmruf a dun b, maka 

dipandang perlu memmuskan kcbijaksanaan dalam Rencana 

1 
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l ·.,,tn R\l '.tt ., KN.1 Bend ~ n '·. 1c. p n t11 ..... ... ... .... ·"" ,n~ d~t·· 
dnl._ m Pcr.ltunm D. 'r.lh. 

1. l nd. nt - \Ul ur\g c 1 mor l 3 Tnhnn l 0 50 tentnng p 

o. rrnh - dacrah K. bup. ten d. l m lin~kungnn Prori ~ ... 
Tcrig, h: 

l ndruu! - undnnc. om r 5 T hun 1 ° 0 tc.nt._ 1! Per.::
Da~'\f P kok -· p k k Ag.rnrin (Lemb!l.r.tll eg:u-a R ,. ,. 

lndonesin Tahw1 1 0 mor l 04. Tnmh!lhnn L m •--
Negnrn Republik Indonesi:1 Nomor _Q4j): 

3. Undnng - undnng Nomor 11 Tahun 1974 tcntang Pc g:iir.\.i 

(Lembaran Negara Republik lndonesin Tnhun 1974 

Tnmbnhan Lembamn Negara Republik Indonesi ~ 

30-l6): 

4. Undang - undang Nomor 1 Trumn 1980 tentnng Jl!.i."l 

(Lembamn NegID11 Republik Indonesia Tnhun 1980 om~ r ;, 
Trunbahan Lembaran Negnrn Rcpublik lndonrsio ' n. 
3186); 

5. Undang - undang Nomor 5 Trunm 1 9 _ tentnng Bt.·nJ., J: 1 

' 
Budaya (Lembaran Negara Rcpublik Indonc. i Ttthun 1 

• 

Nomor 27, Tnmbahan Lembnrnn Nc.-gnm Republik lnd '1h :tJ 

Nomor 3470); 

6. Undang - w1dang Nomor _ I Tnlum 1 Q9~ tenl 11~ \\· ~ ,. 
R (L . ,. thUJ1 I . 

unng embaran Negan1 Rl'publik lndont's, 1 • 

Nomor 115, Tambahnn Lcmbornn Neg m, Rcpuhlik h 
1
' 

Nomor 3 SO t ); 
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I 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat n S 
· ukohar· 

Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pembentukan Orgarusas· 1°, 

Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan 
0

1 
clan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; aerah: 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

Nomor 25 Tahun 1990 ten_tang Batas Wilayah Kot3 

Kecamatan Nguter, Bulu, Tawangsari, Bendosari, Mojolaban ' 

Polokarto dan Gatak da]am Wilayah Kabupaten Daera}. 

Tingkat II Sukoharjo; I 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 

KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

P . s kohnrj~ 
a. emenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupntcn u 
b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo; 

c. Kola adalah Kota Kecamatan Bendosmi ; f: nut11 
d R enHUl a. 

· encana Umum Tata Ruang Kota adnlah rcncann P · ...,, i:jan 
k . kese1 -

ruang ota yang disusun untuk menJaga 
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1wm mfo ,t1m ru.,nrn~ ., s ·~11 ,i kl\ •:m m 1:inf 
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f. B . • ~, m ,vil. y.,h K ,t, y mr s,·1 \t \intnyn dis, hut l\\ K , 1.,1 ,t, 
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men1p k n "; I ~. h ~. n: t~rl t.'ntuk s1..•,·nrn fun~~sinunl nl.Ht 
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f: . ilit . \U\l\U\l k t : 

g. K wa. n ndnl :ih wilnynh y m, lmtnsny!\ ditd ,pknn lwrd ,s.u-k.rn 

lin kup p n 1\11\ .ttnn perc.n annnn tknr. m pcrtimh nt1m nd my , 

d minn. i furn!. i t~rt ·ntu. 

BAB 11 

AZA . MAK Ul 1 N Tl lJl IAN 

Pnsnl _ 

Renea.mi mum Totn Runng Kot, K · m \Inn n 'thh ~:m 

dida nrkru1 ata n-z.a · : 

a. P1:munfautru, rwu1, l :1 •i ·u m1a kc:p ·111i,1r u, "" ·., , t ·rp.1 tu . 

b rda a •mm d n l rhu ·ii 'LU\, , s1..·I •'"• s ·imb. ,,~ :,; ·, t .1 

berkelanjutan. 
l>. K tcrbuko.- n pc · 1mn n, k.l!:t Ii Ian d u1 p ·, lindun ,111 h11~11m 

P., · 1I 

R ncano Umum T t , Hu "'l' I 0111 K · · ,1111.11.111 I\ 11 I 1 ,111 

dimok udknn s · \ 111• ,i I 111d l'i:111 h11k11111 d ,111 p · h1111.111 • ,lllt' 

mcngikat hagi Pr 1m·ri nt :1h Pw,:11. P1,,p11P,1. l\. ,1hu1 •'' · 11 d.111 
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masyarakat dalan1 memanfaatkan Ruang Kota s b . 
c aga1mana 

dimaksud. 

Pasal 4 

Rencana Umum Tata Rua.9\g Kota bertujuan: 

a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang Iebih luas 

agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam 

suatu sistem pengembangan wilayah; 

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan 

yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; 
c. T~rselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan 

lindung dan kawasan budidaya; 

d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas wttuk : 

1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah 

serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan; 

2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan, kesejahteraan 

dan keamanan masyarakat. 

BAB Ill 

WILAYAHPERENCANAAN 

Pasal 5 

( ~ ~ 1) Wilayah perencanaan R ncann Umum T 11 n Rti:ut~ 
l ':--' 

kecamatan Bendos,nri men ·nkup J (tig 1) st'b:i~i 111 

den an luns 583,25 Jin yaitu : 

a. Scha 1 inn Dcsa Merlan s •h111. _ I 7 ,- 1 I In; 

b. Scbagian Dcsa Mulur scluas o_, 18 Hn; 
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c. Sebagian Desa Sugihan set uas 63 ,56 Ha; 

(2) Batas - batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat ()) 
pasaJ ini adalah : 

a. Sebelah Utara dibatasi oleh sungai Ranjing; 

b. Sebelah Timur dibatasi oleh sebagian Desa Mertan; 

c. Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Jlantah dan 

Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo; 

d. Sebelah Barat dibatasi oleh saluran Colo Kanan dan 

Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo. 

BAB IV 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 

KECAMATANBENDOSARI 

KABUPATENSUKOHARJO 

BagianPertama 

Penetapan Peranan clan Fungsi Kota 

Pasal 6 

Peranan Kota Kccamatan Bendosari dalam wilayah Kabupaten 

Sukoharjo adalah sebagai berikut : 

a Sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan; 

b. Sebagru pusat pengembangan wilayah sekitamya (int r lnnd). 

Pasal 7 

Fungsi Kota Kecamatan Bendosari scbogai bcrikut : 
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Pusat kegjatan pelayanan pemerintahan tingkat K~ :-q-_ 

Bcndosari; 
Pusat kcgiatan pelayanan perd.agangan; 

Pusat kegiatan pelayanan keseb.atan; 

Pusat Kegiatan pelayanan pendidikan; 

Pusat kegiatan rekreasi. 

Bagj an Kedua 

Perwilayahan Kata 

Pasal 8 

Wilayab Perencanaan Kota Kecamatan Bendosari sebagai-;;-.z 

tersebut da]am Pa.5<41 5 Peraturan Daerah iru dibagi dalam Bag=r 
Wilayah Kota sebagai berikut : 

a. Bagian Wilayah Kota I seluas 281,48 Ha; 

b. Bagian Wilayah Kota II seluas 301,77 Ha; 

Pasal 9 

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerab iri 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, dan menrpaka:l 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Jumlah dan Persebaran Penduduk 

Pasal 10 

pad3 
JumJah penduduk Kota Kecamatan Beodosari ditetapkan 

akhir lahun 2009 adalah sebesar 16.865 jiwa. 
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Pasal I I 

Pcnycbaran jumlah penduduk Kota Kecamatan Bendosari pada 

ma:.m - ma:;m Bagjan V/ilayah Kota ditetapkan sebagai 

bcr1kut : 

a. Bagian Wilayah Kota I sebesar 8 424 jiwa dengan kepadatan 

30 jiv;a!Ha; 

b. Ba ,·an Wilayah Ko a 11 scbcsar 8, 1 jiwa dengan kepadatan 

28 jiwa/l f ;-i: 

P - 12 

Peta Pen ebarnn pcnduduk dima ud P 1 l Peraturan Daerab 

ini adalah b:i aiman.a tcr but lam Lampiran 2, dan 

merupakan bagian yang tidak terpi dari Peraturan Daerab 

IOI . 

B2gian Keempat 

Struktur Pemanfaatan Ruang Kot.a 

PasaJ 13 

Luas ivilayah perencanaan Kot.a sebagaimana dimaksud Pasal 6 

Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut : 

a. Kawasa:n Perumahan seluas 70,88 Ha; 

b. Kawasan Perkantoran seluas 0,55 Ha; 

c. Kawasan Pendidi.kan seluas 4,6 Ha; 

d. Kawasan Kesehatan seluas 0,81 Ha; 

e. Kawasan Penbadatan seluas 1,815 Ha; 

f. Kawasan Perekonomian seluas 2,87 Ha; 

g. Kawasan Rekreasi/ Olah Raga seluas 80,45 Ha. 
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Peta struktur pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 13 
Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

3, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. · 

Bagian Kelima 

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota 

Pasal 15 

Fasilitas penyebaran Iokasi fasilitas Kota Kecamatan Bendosari 

sesuai dengan peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud PasaJ 6 
dan 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut : 

I) Perkantoran berada di BWK I dan BWK II; 
2) Perdagangan berada di BWK I dan BWK II; 

3) Pendidikan berada di BWK I dan BWK II; 
4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Kesehatan berada di B WK I dan B WK II; 

Olah Raga berada di BWK I dan BWK II; 
Ruang Terbuka berada di B WK I dan B WK II; 
Tempat Rekreasi berada di BWK II· 

' Peribadatan berada di B WK I dan B WK II. 

Pasal 16 

Peta penyebaran Iokasi fasilitas sebagaimana dima.ksud Pasal 15 
PeraturanD ah· · aer 1ru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
4

' dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Bagian Keenam 

Sistem Utama Transportasi 

PasaJ I 7 

Jaringan transportasi yang direncanakan di Kota Kecamatan 
Bendosari terdiri dari : 

a. JaJan Kolektor Primer 

1) Melewati JaJan Dr. Muwardi mulai dari Dukuh Kujon 

Desa Mulur - Dukuh Jatirejo Desa Mulur; 

2) Melewati Jalan Dr. Muwardi mulai dari Dukuh Ngowan 

Desa Sugihan sampai Batas Kota Bendosari; 

3) Dari Dukuh Karanglo dan Mertan sampai Batas Kota. 

b. Jalan Kolektor Sekunder: 

I) Melewati Desa Toriyo - Dukuh Pwituk Desa Sugihan -

Dukuh Ngowan Desa Sugihan - Dukuh Sugihan Desa 

Sugihan - Dukuh Gempol Kalang Desa Mertan - Dukuh 

Godog Desa Mertan - Dukuh Kenteng Desa Mertan -

Dukuh Karanglo Desa Mertan - Dukuh Tegalrejo Desa 

Mulur - Dukuh Mulur Desa Mulur - Dukuh Cangkring 

Desa Mulur - Dukuh Sidodadi Desa Mulur - Dukuh 

Jatirejo Desa Mulur. 

2) Dari Dukuh Mulur Desa Mulur - Jembatan Jagan Desa 

Jagan. 

c. Jalan Lokal Primer 
I) Melewati Jalan Dr. Muwardi Dukuh Jatirejo Desa Mulur 

- Dukuh Kramat Desa Mulur - JaJan Sukosari. 

2) Dari Desa Sukosari Desa Mulur - depan Balai Desa 

Mulur. 
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d. Jalan Lokal Sekunder 

1) Melewati Dukuh Jetis Desa Mulur - Dukuh Can&kii 
Desa Mulur. n& 

2) Melewati Dukuh Pojok D~sa Mulur - Dukuh ~ 
Desa Mulur - Dukuh Sugthan Desa Sugihan _ I)~ 

Badran Desa Mertan. 

3) Melewati Dukuh Tegalrejo Desa Mullll' _ ~ 

Pondoksarang Dcsa Mulur - Dukuh Kalangan Desa 
Mulur - Dukuh Mulur Desa Mulur. 

Pasal 18 

Sub Terminal angkutanjalan raya ditetapkan sebagai berikut: 

a. Terminal Bus Antar Kota Kecamatan berada di Ba~an 

Wilayah Kota II; 
b. Terminal bongkar muat barang berada di sebelah selatan Sub 

Tenninal pada Bagian Wilayab Kota IL 

Pasal 19 

Peta rencana sistem utama transportasi sebagaiman dimaksU~ 

Pasal 18 dan 19 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran 5, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketujuh 
Sistem Utama Jaringan Utilitas 

Pasal 20 

Scanned with CamScanner 



13 

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi 

jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air 

hujan, jaringan air limbah dan persampahan. 

Pasal 21 

Sistem Jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut: 

a. Jaringan transmisi melalui Dukuh Sugihan Desa Sugihan, 

Dukuh Tasitu Desa Mulur, Dukuh Jati Desa Mulur, Dukuh 

Batokan Desa Mulur, Dukuh Mulur Desa Mulur, Dukuh 

Karanglo Desa Mertan, dan Dukuh Gempolkalang Desa 

Mertan; 

b. Jaringan Distribusi melalui Dukuh Kenteng Desa mertan, 

Dukuh Gempolkalang Deda mertan, Dukuh Sugihan Desa 

Sugihan, Dukuh Kramat Desa Mulur, Dukuh Pojok Desa 

Mulur, Dukuh jati Desa Mulur, Dukuh Gabahan Desa Mulur, 

Dukuh Trobayan Desa Mulur, Dukuh Mulur Desa Mulur, 

Dukuh Bendungan Desa Mulur, Dukuh Kalangan, Dukuh 

Pondokserang Desa Mulur dan Dukuh Dodong Desa Mulur. 

Pasal 22 

Sistem pengembangan jaringan Telepon ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Jaringan Telepon melalui Jalan Dr. Muwardi, Duk'lJh Mulur 

Desa Mulur, Dukuh Kalangan Desa Mulur, Pondok Serang 

Desa Mulur, Dandong Desa Mulur, Tegalrejo Desa Mulur, 

Balesari Desa Mulur, Karanglo Desa Mertan. 

b. Dukuh Mulur Desa Mulur, Cantelan Desa Mulur, Bendungan 

Desa Mulur. 
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C. Jnlnn mu\\11r Ii - 1 ukuh Tnsitu Desn rvt11lur. Du~ul 1. . . . I llrl'fl 
De a ~tulur. Stdo lndt D 'Sn ttutlt1r • .Jr11.· D1.•s11 l\,111 11tr 

d. Jnlan ~1h1\\11rdi - P~jok Dcsn tvfulur - Krum 11 I l' :-: 1 ~lulur 

Sucihan Dcsa Su ... cihnn - ,cmpolJ..nlnn!' Des, M1.·n1111 ( ' 
1nd11~ 

Dcsa tv1ertan - Kcntcng Dcsn ~1lcrfftn. 

Pasnl 23 

Sistem jaringan listrik clitetapknn scbngni bcrikut : 

Jaringan listrik melalui jalan Dr. Muwardi. jnlan Snkos ,ri. Dukuh 

Tasitu Desa ~lfulur, Duku.h Jetis Desn Mulur. Duk uh Ben lung in 

Desa Mulur, Dukuh Kenteng Dcsn Mertan clnn Dnkuh 

Gempolkalang Desa Mertan. · 

Pasal 24 

Sicem Pembuangan air hujan clitetapkan sebngai bcrikut : 

a. 

b. 

Jaringan Primer melalui jalan Dr. Muwardi. jnlnn Sukl,~an. 

Dukuh Cangkring Desa Mulur, Dukuh Sidodndi Dc~m Mulur. 

Dukuh Jati Desa Mulur, Du.kriu1 Jatircjo Dcsa MuJur. Dt1~tlh 

Kenteng Desa Mertan, dan Dukuh Gemp lknlnn!;! 1 ,·~t 

Menan; 
Jaringan 1) Sul!ih.trt. 

Sekunder melalui Dukuh Ngnwon l~H • · 
• 1 1 •. ,1 ~111h1r. 

Dukuh Sugihan Desa Sugihan, Dukuh PoJo" ~. 
Dukuh Tnsiru Deso Mulur Dukuh Sidodudi n~s' ~lc.·rl '"· 

, I d tUI 
Dukuh Jntircjo Desn Mulur. Dukuh ~,tuhu· I ·s' Mtt ur. 

Dukuh GcrnpoJknlnng Dcsu Merlan. 
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Pasal 25 

Sistem pengelolaan Iimbah (limbah cair rumah tangga) ditetapkan 
sebagai berikut : 

Jaringan pembuangan primer melalui jalan Dr. Muwardi, jalan 

Sukosari, Dukuh Cangkring Desa Mulur, Dukuh Sidodadi Desa 

Mulur, Dukuh Jatirejo Desa Mulur, Dukuh Kenteng Desa Mertan, 

. clan Dukuh Gempolkalang Desa Mertan. 

Pasal 26 

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut : 

a. Penampungan sementara berada di Bagian Wilayah Kota I dan 

Bagian Wilayah Kota II. 

b. Tempat pembuangan akhir berada di Desa Mojorejo 

Kecamatan Bendosari. 

Pasal 27 

Peta Sistem Jaringan Utilitas, sebagaimana dimaksud Pasal 20 

sampai dengan Pasal 26 Peraturan Daerah ini adalah scbagaimana 

tersebut dalam Lampiran 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan merupakan baginn 

yang tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Ongian Kcdcl11pa11 

Pcngcmbangan Pcmanfoara11 Air Bnku 

Pasal 28 
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Air baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tneliputi A' 

Pennukaan, dan Air Bawah Tanah. ~ 

Pasal 29 

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud Pasai 

28 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestanan 
lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

Bagian Kesembilan 
Kepadatan Bangunan 

Pasal 30 

(1) Kepadatan Bangunan clitetapkan dengan pembatasan 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada setiap Ba~an 
Wilayah Kota. 

(2) Setiap Bagian Wilayah Kota dapat ditetapkan lebih dari satu 

peruntukan, sesuai dengan tata guna tanah. 

(3) Pelaksanaan KDB ditetapkan berdasarkan penggunaan 
bangunan. 

Pasal 31 

r, . (II 
Kepadatan bangunan di Bagian Wilayah Kota I, dan ll Koe 151 

Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan 20% - 75%. 

Pasal 32 

( 1) Sempadan saluran Colo Kanan ditetapkan 10 meter. 
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(2) Scmpadan SW1gai Ranjing dan SW1gai Jlantah ditetapkan I 5 
meter. 

(3) Sempadan \\laduk Mulur ditetapkan 50 meter. 

Pasal 33 

Peta kepadatan bangunan dimaksud Pasal 30 31, dan 32 Peraturan 

Daerah ini adalah sebagaiman tersebut Lampiran 1 2. dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

llll. 

Bagian Kesepuluh 

Ketinggian Bangunan 

Pasal 34 

(1) Ketinggian bangunan dari permukaan tanah ditetapkan 

maksimum dan minimum untuk setiap Bagian Wilayah Kota. 

(2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan 

le bar rencana j aringan jalan. 

Pasal 35 

Ketinggian bangwian di Bagian Wilayah Kota I dan 11 ditetapkan 

maksimum 17 meter dan minimum 6 meter. 

Pasal 36 

Peta ketinggian bangunan sebagaimann dimnksuc.l P \Sal 3-1 1.ut J5 
Peraturan Dacruh ini adnlah schng ,imun, tl'1 · ·hut L mpimn l J, 
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dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal 37 

Indikasi unit pelayanan Kota Kecamatan Bendosari adalah 

sehagaimana tersebut dalam Lampiran 13 dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BABY 

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA 

Pasal 38 

(I) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan 

Bendosari adalah IO (sepuluh) tahun. 

(2) Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari 

ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun u~t~k dapat dirubah 

dan disesuaikan dengan keadaan. 

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 39 

· ifat Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosan bers 

terbuka untulc um.um dan ditempatkan di Kantor Pemerintah 

Daerah dan tempat - tampat yang mudah dilihat oleh masyarakat. 
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Pasal 40 

~ iasyarakat erha.1.. unruk meodapatkan informasi mengenai 

Rencana mum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari secara 

tepat dan mudah. 

BAB VI 

RENCAl"'!A PE GELOLAAJ PE:rvIBANGUNAN KOTA 

Bagian Pertama 

Penanganan LingktII1gan 

Pasal41 

Penanganan linglnmgan kota meliputi penanganan bangtman dan 

jaringan pergerakan serta utilitas yang ada di dalamnya. 

Pasal 42 

Penanganan lingkungan sebagaimana clima.ksud Pasal 41 Peraturan 

Daerah ini ditetapkan setiap Bagian Wilayah Kota sebagai berikut 

a. Unit lingkungan : 

I) Unit yang akan dibangun berada di BWK I dan BWK II; 

2) Unit yang a.kan diti.ngkatkan berada di BWK I clan BWK 

II; 

3) Unit yang akan diperbaharui berada di BWK I clan BWK 

II; 

4) Unit lingkungan yang akan diperbaiki berada di BWK I 

danBWK Il; 
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b. Jaringanjalan : 
l) Jaringanjalan baru yang akan dibangun berada . . ~B , 

dan BWK Il; ( 

2) Jaringan jalan yang akan ditingkatk.an berada ~ 8~, 
dan BWK II; · t. 

3) Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada di BU/?, "f\ JJ, 
BWK II; "' 

c. Jaringan utilitas: 

1) Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi : 

J aringan air bersib berada di B WK I dan B WK II; 
Jaringan telepon berada di BWK I clan BWK II; 
Jaringan listrik berada di BWK I clan B\\1( II; 
Jaringan air bujan berada di BWK I dan BWK II; 
Jaringan air limbah berada di BWK I clan BWK II: 

2) Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan, diperbaht: 
clan diperbaiki meliputi : 

Jaringan air bersih berada di BWK I; 

Jaringan telepon berada di BWK I clan BWK II; 
Jaringan listrik berada di BWK I dan BWK II; 
Jaringan air hujan berada di BWK I dan BWKil; 

J aringan air limb ah berada di B WK I dan B WK II: 

Bagian Kedua 

Tahap Pelaksanaao 

Pasal 43 

T - ~ 
ahap pelaksanaan pembangunan di Kota Bendosart 

sebagai berikut : 

a. Tahap 1 dari tahun 1999/2000- 2003/2004; 

b. Tahap II dari tahun 2004/2005 - 2008/2009. 
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Pasal 44 

Penyusunan pelaksanaan program - program serta proyek -

proyek yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, swasta dan 

masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok - pokok 

kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampa1 deogan 

Pasal 36 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 45 

Peta pentahapan pembangunan yang dimaksud Pasal 43 Peraturan 

Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 14, 15 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Bagian ketiga 

Penjelasan Rencana 

Pasal 46 

Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota dan album peta 

merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturau Daerah ini. 

BAB VII 

PEN GAW ASAN DAN PENGENDALlAN PEMANF MT AN 
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 

Pasal 47 
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Pasal 48 

(1) Pengaw-asan terhadap pern.anfaav__n 17-Vi.sg di ~(•; ~~ ~ -~.: 

bentuk pemanta~ pelaporan d;:m e-1c:. i w....:;i _ 

(2) Pe.t.1gendalian pemanfaztan J1..1a1:g ~=12.kuk.an ~:zr __ -~ r 
penzman sesuai ci..~gaTI Y.e-Nenzn_g.a11 yang ~cz ;:~.:~ 
Pemerintab Daerah_ 

(3) Pengav,asan clan ~PTicegah.an Y.:g.2. 2 o:;7 T 7 

pembangunan/peman faa1an yang tidal 5-e51..!4J c.e:-..2: 

Peraturan Daerah inj menjadi v1ev enang Carilill at.zu L""": c. 
yang berwenang setempa1 dan dalam v/a_t-:1:u 3 z 24 j2r1': '.i,~;':, 
melapor kepada Bupati Kepala Daer-ah at.au ThD25 Te:r• 
yang ditunjuk. 
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diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Pasal 50 

(I) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak 

pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini 

dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil atau disingkat PPNS di Iingkungan Pemerintah Daerah, 

yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini 
berwenang: 

a. 

b. 

C. 

d. 
e. 
f. 

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 

adanya tindak pidana; 

Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat 

kejadian serta melakukan pemeriksaan; 

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka; 

MeJakukan penyitaan benda atau surat; 

Mengambil sidikjari dan memotret tersangka; 

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 

h. 
hubungan dengan pemeriksaan perkara; . . 

Menghentikan penyidikan setelah mendnpnt petunJ_t~ rum 
Pen idik Umum bahwa tidak tcrd11pat cukup ~tlktl ntnu 

y k tindnk ptdnno dan 
peristiwa tcrsebut bukan mcrupn nn 'k 

. 'd'k Umum memben an 
selanjutnya melah11 Pcnyt 1 U 
pemberitahuan hal terscbut kepnda Penuntut mum, 

tersangka atau keluarganya; 
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i. l\-fengadakan tindakan Jain menunn h 
•. . UkUn) 

ruperranggunm awab kan. ' . . 

(-' Pen:idi~ Pegawai Negeri SipiJ membuat Benr:a 
· ..J-t- A~ tIIlUGAcill tent2ng: ~~, 

a. P emerik.'22.Il rumah; 

b. PemeriL~ benda; 

c~ Pen: itaan bend.a; 

d. Pemeril....'<iall surar; 

e. PemeriL~ ~~tj; 

f Pemeriksaa:n di tempat kejadian dan mengirjm -. - -.... 
Kejaksaan K egeri melalui Penyidik Polri. · 

BAB IX 

KETB,n1JAl"'l PERALIHA.i~ 

Pa.sa151 

Den£an berial.'UII\a Peraruran Daerah ini maka: 

a 

b. 

...... . 

Kegia:rao _yang relah diretapk.an dan keberadainn~--J ~ 
K tt ~· sesua.i dengan Rencana Umum Tata Ruang 0

• · 

direrusk.an sepaniano tidak menooanggu fungsi ~ '.'--
:; 0 :>::, -

ruang; . • 
• • • [lleil"T~;:':---' 

Dalam haJ kegiacan yang relah ada dan ~lat ; 

fung.si perunru.kan ruang harus segera di egab {Uk.t~ ~ 

dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peru!lotlll~/ 

selambar - lambatnya 3 (tiga) rahun sejak pen= 

Peraruran Daerah ini. 
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BABX 

KETENTuAN PENUTUP 

Pasal52 

Ha] - ha] yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur Iebih Ianjut dengan 

K eputusan Bupati Kepala Daerah. 

PasaJ 53 

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah 

yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 54 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Ditetapkan di Sukoharjo 

Pada tanggal 13 Juli 1999 

BUPATI SUKOHARJO 

ttd 

Ir. TEDJOSUMINTO 
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DISAHKAN 
GUBERNUR KEP ALA DAERAH TING KAT I 

JAWA TENGAH 
Dengan Keputusan No. : 188.3/169/1999 

T gl. 24 September 1999 

An. SEKRETARlS WILA Y AHIDAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH 

Kepala Biro Hukum 

ttd 

TARTOPOSUNARTO,SH 
NIP. 500 048 825 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo 

Nomor 13 Th. 1999 Seri D No. 7 
Pada Tanggal 14 Oktober 1999 

Sekretaris Wilayah/Daerah 

ttd 

Drs. SR!HARDONO 

Pembina Tk. I 
NIP. 010 071 319 
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